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Seaudi dengan Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Noemor
6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negen
MNomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijalan Pengawasan di lingkungan
Kementerian Dalam  Negeri dan  Penyelenggarsan Pemerintahan
Daerah Tahun 2016 ditegaskan bahwa salah  satu  kegiatan
pengawasan Aparat Pengawas [Intern Pemerintah (AFIF) adalah
melakiulan pengawasan dana desa.

Pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk
memberikan keyakinan yvang memadai bahwa pengelolaan dana desa
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terleait tepat
loleasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumilah, dan tepat penggunaan,

Sehubungan dengan hal térsebut, bersama ini disampailéan
kepada Saudara agar:

1. Menugaskan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten (Kola
untuk melakukan penpawasan Dama Desa, sesual  dengan
pedomean pada lampiran surat ind;

2. Pelaksannan pengowasan dimulai terhadap pengelolaan Dana Desa
yang diperoleh padia Tahun Anggaran 2016;

3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri c.g
inspektur Jenderal untuk hasil pengawasan Inspeltorat Provinsi
dan kepada gubernur .o Inspelklorat Provinsi untuk  hasil
pengawasan Inspekiorat Kabupaten/ Kota.

Demikian untuk menjadi  maklum  dan  dilaksanabkan
schagaimana mestinya,

a.n MENTER] DALAM NEGERI]
Plt. INSFEKTORAT JENDERAL,
T

SRI WAHYUNINGSIH 8H, M.Hum

1. Menteri Dalam MNegeri, sebagai laporan;
2. Kepala BPKP,
3, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
. Direlctur Jenceral Bing Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Neger;

. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Baerah Tertinggal dan

4
5. Direlctur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Kenangan;
]
T

Transmigrasi; :
. Inspekiur Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.



Lampiran : Burat Menteri Dalam Negeri
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PEDOMAN PENGAWASAN DANA DESA

BAE I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2014 lentang Desa,

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa,
bagi hasil pajak daerah dan retribusi dacrah kabupaten/kota, bagian
dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah vang diterima oleh
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN; bantuan keuangan dan
APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan
vang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan dipunakan
untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tangpung jawab
Desa. Dana terscbut digunakan untuk mendanai penyelengoaraan
kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyvarakat, dan kemasvarakatan.
Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga
digunakan untuk mendanai kewenangan lersebut.

Dari 7 (tujuh) sumber pendapstan desa, terdapat Dana Desa vang
merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendanai
keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
Desa. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat,
untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan
kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa
untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarskal Desa. Penelapan prioritas penggunaan dana lersebut tetap
sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Dana Desa yang
bersumber dan APEN lelah dilaksanakan sgsuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, maka periu adanya pengawasan
terhadap Dana Desa tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan Dana
Desa terscbut, perfu adanya panduan/pedoman pengawasan bagi APIP
Provins: dan Kabupaten/Kots.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud darl pedoman pengawasan dana desa adalah sebagai
panduan bagi APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
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pengawasan dana desa dalam rangka meyakinkan bahwa tujuan dari

dana desa terpenuhi yaitu mensejahterakan masyarakat,

Tujuen dari pedoman pengawasan dana desa adalah untuk

memberi keyakinan ‘memadai terhadap proses pengawasan Dana Desa

dalam aspek perencanaan, penggunasan dan pertanggungjawaban dana

desa dapat tepal lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan

tepal penggunaan scsual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mencakup pengaturan mengenal Lata

cara pengawasan Dana Desa, meliput

1.
2
3

Pra Penyaluran;
Penyaluran dan Penggunaan; dan
Pasca Penyaluran.

D. DASAR HUKUM

L.
2,

i

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomeor 43 Tshun 2014 tentang Peraluran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubashan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksansan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor &0 Tahun 2014 {entang Dana Desa
yvang bersumber dari APBN schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa vang bersumber dari APBN; (perubahan terakhir PP 8 Tahun
2016);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Tata Cara Pengawasan atas  Penyelanggaraan
Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam WNegerl Nomor 111 Tahun 2014 tenilang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolasn Keuangan Désa,

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 114 Tahun 2014 teniang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tcntang

Hewenangan Dess;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tehun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desas

11. Peraturan Menteri Kevangan nomor 49/ PME.07 /2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyvaluran, Penggunsgan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa;

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubghan atas Peraturan Kepala Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penpadaan Barang/Jasa di Desa Tata Cara Penpgadaan
Barang/Jasa di Desa; dan

13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Noemor 21 Tahun
2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 beserta

perubahan-perubahannya.

E. HOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN
Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan pengawasan,
perlu dipertimbangkan kompetensi para APIP vang akan ditugaskan.
Secara kolek(if Tim harus memenuhi kompetensi sebagai berikut :
1. Memahami urusan pemerintahan bidang pemberdavaan masyvarakat
dan desa;
Memahami tata cara perencanaan desa;
Memahami tahapan dan tata cara pengelolaan keuangan desa;
Memahami Pengadaan Barang/Jasa dan perpajakan di Desa;
memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat Desa;
Memahami teknik komunikasi; dan

ol L o o

Memahami analisis basis data.

F. HAL YANG MENJADI PERHATIAN

1. Bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak
terpisabkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.
Oleh karena itu pengawasan dana desa merupakan sub
pengawasan darl pengawasan keuangan desa.

2. Bahwa pengawasan Dana Desa diarahkan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga APIP
harus merancang program pengawasan Dana Desa yang mampu
bertindak sebapai pencegahan (preventive action) bukan tindakan

e
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represif atau AFIP berfungsi sebagai early warming system. AFIP
harus mampu melakukan asistensi pengelolasn Dana Desa,
sehingga kegamangan /kelakutan perangkat desa  untuk
membelanjakan dana desa tidale terjad;.

3. Bahwa meskipun pengawasan Dana Desa bersifat pencegahan
namun bukan berarti APIP mengabaikan adanya tindakan
kecurangan (fraud) pengelolaan Dana Desa, sehingga APIP juga
harus merancang program pengawasan Dana Desa vang sifatnya
pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana
desa. Disamping i, APIP juga harus merespon apabila terdapat
pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa melalui
klarilikasi/kajian dan/atau  Pemeriksaan Khusus/Pemerikisaan
Investigasi.

4. Bahwa seclain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan Dana
Desa, APIP juga harus mampu melakukan penilaian terhadap
kinerja Dana Desa, dalam artian APIP harus mampu menilai apakah
Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat,

5. Bahwa mengingat besariya jumlah dan kondisi geografis desa,
maka dalam merancang Program HKegiatan Pengawasan Tahunan
(PIKPT), APIP harus merancang pengawasan ke dalam PRPT berbasis
risiko, dalam artian APIP mengawal proses pelaksanaan dana desa
pada 3 (tga) tzhapan yang dinilai memiliki risiko penyimpangan
vang tinggi dan tingkat frekuensi pengewasan yang dilakukan di
desa tersebut. Disamping itu, APIP dimungkinkan unluk merancang
suatu teknis pengawasan yang sifainyva desk moniloring atau desk
audit terhadap pengelolaan Dana Desa dapat memanfaatkan
aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), schinpgga Sumber
Dava APIP dapat lebih efektil,

6. Bahwa untuk efektivitas pengawasan, APIP harus memperhatikan
Laporan Hasil Pengawasan vang dilakukan eleh APIP lainnya.

7. Bahwa pedoman pengawasan Dana Desa oleh APIP mengatur
standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh APIP
dalam melakukan pengawasan Dana Desa termasuk didalamnya
formai-format mengenai Program Kerja Pengawasan (PRP), Kertas
Kerja Pengawasan (KKP} maupun sistematika Laporan Hasil
Pengawasan (LHP), APIP Provinsi, Kabupaten dan Kota dapal
mengembangkan format dan fokus pengawasan sesual dengan
karakteristik dan polensi resiko pengelolaan dana desa dimasing-

masing pemerintah daerah,

e — —
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BAE Il TATA CARA PENGAWASAN
A, Tujnan Pengawasan

Pengawasan Dana Desa bertujuan untuk menilai:

g. Ketepatan lokasi penyaluran Dana desa ke desa yang berhak menerima;
b, Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa

¢, Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa;

d. Ketepatan jumlah Dana Desa vang diterima dan disalurkan; dan

e. Ketepatan penggunaan Dana Desa dengan ketentuan yang berlaku.

B. Sasaran Pengawasan
1. Pemerintah Kabupaten/Kota oleh APIP Provinsi

a. Pra Penyaluran
Tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota
mengenai dana desa.

b, Penyaluran
Kepatuhan dan mekanisme penyaluran Dana Desa dan RRUD ke RKD.

c. Pasca Penvaluran
Mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa oleh
Gubernur,

2, Pemerintah Desa oleh APIP Kabupaten/ Kata

&: Pra Pencairan dan Penggunaan
Tersedianya regulasi, kebijakan internal, Sumber Dayva Manusia dan
prosedur perencanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

b. Pencairan dan Penggunaan
Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah
Desa terhadap;
1) Mckanisme pencairan Dana Desa dari RKD;
2] Pengadaan barang/jasa; dan
J3) Penggunaan Dana Desa.

¢. Pasca Pencairan dan Pengunaan
1) Penatausahaan Dana Desa;
2] Perpajakan;
3] Pengujian bukti pertanggungjawbaan Dana Desa;
4] Kepatuhan penyampaian laporan dana desa; dan

5) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD).

C. Jenis Pengawasan
Jenis Pengawasan yvang dilakukan oleh APIP, terdiri dari:
1. APIP Provinsi berupa evaluasi dan pemantauan; dan
2, APIP Kabupaten/Kota berupa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e ————— i
Pedoman Pengawasan Dana Desa S



D, Tahapan Pengawasan

1. Survey Pendahulaan;

2, Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern; dan

3, Pengujian rinei.
E. Standar Pengawasan
Standar Pengawasan vang digunskan adalah Standar Audit Intern Pemeringah

Indonesia yang dikeluarkan AAIP] tertanggal 30 Desember 2013,

F. Metodologi Pengawasan

Metodologl pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode uji

petik (sampling) yang dilakukan déngan petimbangan profesional terhadap

jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-

undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksanaan

kegiatan, dan observasi/pengecekan fisik serta wawancara dengan pelaksana

dan pejabat terkait,

G. Pelaporan Hasil Pengawasan

Hal-hal perlu menjadi perhatian delant Penyusunan Laporan Hasil

Pengawasan, sebagai berikut:

1. Belambat-lambatnya 1 [satu) minggu setelah  selesai  melakukan

pengawasan, Tim Pengawas wajib menyusun Laporan hasil Pengawasan;

2. Penyusunan Laporan ‘Hasil Pengawasan memperhatilkan prinsip tepal

walitu, lengkap, akurat, obyeletif, meyvakinkan, jelas dan ringkas;

3. Laporan diterbitkan sehanyvak 5 (lima) eksemplar, vang didistribusikan

kepada:

a. CGubernurselalku Wakil Pemerintah Pusat;

I, Walikota/Bupali;

¢. HKepala Perangkat Daerah vang menangani urusan pemberdayaan
masyarakat dan Dega;

d. Pemerintah Desa; dan

e. Arsip Inspektorat [Bagian Evaluasi;

4. Inspektur Kabupaien/Kots menvampaikan resume hasil pengawasan

Dana Desa kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur

setiap triwulan atas pengawasan yang telah dilakukan, yang menyajikan

inforimasi:

.

hr

C.

Rekapitulasi Kebijakan Pengelolsan Dana Desa per Desa ([ormat
KKP.A);

Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran Dana Desa setiap Desa per
tahapan (format KKP.B};

Rekapitulasi Penggunan Dana Desa untuk seluruh  Bidang
Kewenangan Desa (format KKP.C);

—_—nmmm e — =
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f.

. Rekapitulasi Sisa Dana Desa di RKD (format KKP.D)

Rekapitulasi jumlah pendamping desa setinp kabupaten/kota (format
KKP.E]; dan
Rekapitulagi jurnlah temuan dan uraian ringkas (lormat KKP.E).

5. Inspektur Provinsi menyvampaikan resume hasil pengawasan Dana Desa

kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.g

Inspektur Jenderal setiap triwulan atas pengawasan yang telah dilakukan

vang bersumber darl laporan dari Inspelkitur Kabupaten/kota, yang

menyajikan informasi:

a.

Rekapitulasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa per Kabupaten/Kota
{format KKP, 1):

Rekapitulasi penerimaan dan  penyaluran Dana Desa  seliap
Kabupaten/Kota per tahapan (format KKP.2);

Rekapitulasi Ponggunan Dana Desa untuk Bidang seluruh Bidang
Kewenangan Desa (format KKP.3);

. Rekapitulagi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah [RKUD)

fformat KIKP.4);

Rekapitulasi jumlah pendamping desa setiap kabupaten/kota [formal
KKP.5); dan

Rekapitulasi jumlah temuan dan uraian ringkas (format KKP.G).

BAB III TAHAPAN DAN DAFTAR MATERI PERTANYAAN PENGAWASAN DANA

DESA BAGI APIP PROVINSI

A. Survey Pendahuluan
1. Tujuan
Untulk mempercleh pambaran umum obyek pengawasan, serta

mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengelolaan dana desa vang

memerlukan  pendalaman  lebih  lanjut vang menjadi kawenangin

kabupatenkota.

2. Dokumen yang relevan

&. Data Perpres tentang Rincian APBN, lampiran rincian Pagu Dana Desa
per Kabupaten / Kota.
b. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa sctiap Desa, Pengadaan Barang dan
Jasa, pengelolaan keuangan desa dan kewenangan desa.
¢, Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa
per kabupaten / lkota,
e, Daftar pendamping desa.
e —— 5#
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g

h.

Bukiti penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD yang berasal dari
DPKAD.

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan SKPD dan Camat serta
monitoring dana desa cleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan  Desa  (SKFD vang membidangi pemberdayaan
masyarakat) Kabupaten /Kota,

Laporan konsolidasi pengeunaan Dana Desa tahun sebelammya.
Laporan 3isa Dana Desa di RKUD.

Langkah kerja
a. Analisa setiap dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 di atas telah

b.

sesuai dengan keténtuan peraturan perundang-undangan,
Simpulkan hasil analisa dari setiap dokumen.

B. Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern

L

Tujuan : mendapatkan keyvakinan memadai atas pengendalian intern

pengelolaan dana desa linglup Kabupalen /Kota.

Pertanyvaan Pengendalian Internal

(=

Apakah job description perangkat daerah yang mempunyai ftugas

membina dan mengawasai dana desa dinyatakan secara jelas?

Apakah telah tersedia kebijakan terkait penpelolan Dana Desa antars

lain mengenai:

1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa;

2] Penyvaluran Dana Desa darn REUD ke REL:;

3] Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yvang dibiavail dan dana desa;

4) Pedoman dan Tata Cara Pengadasn Barang/jasa di desa;

5) Standar Biaya Umum; dan

6] Pedoman Pengelolaan keuangan desa dan pelaksaan dana transfer
desa sepert pengaturan jumlah vang dalam kas desa.

Apakah mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakulkan oleh

Bupati/Walikota telah memadai?

. Apakah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan Dana desa telah memadai?

Langkah kerja
Buat simpulan atas penilaian pengendalian internal,

C. Pengujian Rinci

e e e e -

1. Tujuan : untuk meyakinkan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengelola

dana desa sesu dengan ketentuan, meliputi:

=
b.

Lo

Tepat lokasl penyaluran;
Tepat kelengkapan syarat penyaluran;
Tepat waktu penyaluran; dan
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d. Tepat jumlah dana desa yang diterima dan disalurkan.
2. Dokumen yang relevan
a. APBDy;
b. Laporan penggunasan dana desa per tahap tingkat kabupaten/kota;
dan

£

Laporan hasil pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota terhadap
dana desa.
3. Langkah kerja

a. Validasi keabsahan dess dengan membandingkan dan menguji jumlah
desa per kabupaten/kota dengan kodefikasi Desa, besaran Pagu Desa
dalam Perpres dengan Peraturan Kepala Dacrah mengenai Besaran
Pengalokasian Dana Desa,

b. Uji Waktu penerimaan penyvaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

c. Cek Pagu dana desa yang diterima RKUD dari RKLIN.

d. Uji perhitungan Pagu dana desa apakah sudah sesuai formula yang
ada.

e. Bandingkan apakah jumlah desa lelah sesual dengan alokasi dana
desa yvang dilerima,

f. Cek apakah scluruh desa telah memenuhi persyaratan penyvaluran
Dana desa untuk setap tahapannya.

g Cek apakah Dana Desa telah dianggarkan dalam pos lain-lain
pendapatan daerah yang sah dalam APED.

h. Analisis peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang tata cara
perhitungan dan penelapan rincian dana desa setiap desa telah sesuai
dengan ketentuan yang lebih tinggi,

i. Cek apakah terdapat persyvaratan tambahan yvang diberlakukan

kabuapten/kota dalam penyaluran dana desa.

Cek apakah penyaluran dana desa ke RKD telah tepat walitu.

k. Cek'apakah masih terdapat dana desa yang ditérima di RKUD belum
dizalurkan ke RED.

. Apabila terdapat penvaluran dana desa melebihi wakin vang

e
]

ditentukan, konfirmasi penycbab terjadinya keterlambatan,

m. Uji apakah terdapat mekanisme peringatan dini apabila terdapat
penyaluran dang desa yang tidak sesuai ketentuan,

n. Uji apakah dalam penyaluran dana desa lerdapal pemotongan baik
seEcara resmi maupun tidak resmi.

0. Analisis pengaturan kepala daerah terkait desa yang belum memiliki
pelayanan perbankan di wilayahnya,

-—— - -
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p. Analisa apakah jumlah pendamping desa per kabupaten/kota telah
memadai,

- Analisa apakah mekanisme perelrutan  pendamping desa  per
kabupaten /kota telah sesuai ketentuan termasuk kompetensinva.

r. Lakukan uji petik ke desa penerima untuk meyakini hasil vang
diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota telah sesuai denpan
kondisi dilapangan.

s. Cek apakah Bupati/Walikota telah menyampaikan Laporan
Perkembangan penyvaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD kepada
Menteri Dalam Negeri denpan tembusan kepada Gubernur.

t. Cek apakah BupatifWalikota telah menvampaikan Laporan Realisasi
Penyaluran dan konsolidasi penggunasn Dana Desa setiap tahun
kepada Mcnteri Keuangan c.g Dirjeny Perimbangan Keuangan.

1. Analisa Sisa Dana Desa yang tidak disalurkan dari RKUD ke RKD.

v. Bual simpulan.

BAB IV TAHAPAN DAN DAFTAR MATERI PERTANYAAN PENGAWASAN DANA

DESA BAGI APIP KABUPATEN/KOTA

A. Survey Pendahuluan

L.

Twjuan

Untuk memperoleh gambaran wumum obyek pengawasan, serta
mengidentifiltasi kelemahan dan kerentanan pengelolaan dana desa yvang
memerlukan  pendalaman  lebih lanjut yang menjadi  kawenangan
Pemerintah Desa.

Dokumen yang relevan

#. Struktur organisasi perangkat desa;

b, 8K Pengangkatan Kepala Desa dan Sckretaris Desa;
c. BK Pengangkatan Perangkat Desa Lainnva;

d. B8K Pengangkatan Bendahara Desa;

e. Perda Pembentukan desa;

f. Nomor rekening bank yvang dimilild desa:

g. Perdes lentang RPJM Desa;

h. Perdes tentang REP Desa;

Perdes lentang APB Desa;
j. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes; dan

k. Laporan penggunaan Dana Desa per tahap sebelumniya.

3. Langkah kerja

a. Analisa setiap dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 di atas telah
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Simpulkan hasil analisa dari setiap dokumen.
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B. Penpgujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern
1. Tujuan : mendapatkan keyvakinan memadal atas pengendalian intern

mengelolaan dana desa olch Pemerintah Desa.

2, Pertanyaan Pengendalian Internal

.

Organisasi
Apakah Job description para pengelola dana desa dinyataken secara
jelas?

. Pemisahan tugas

Apakah terdapal pemisahan tugas yang jelas para pengelola dana
desar

Pengamanan fsik aset desa

Apakah pengamanan aset dan kekayaan desa dilakulan secara
memadai, khususnya terhadap yang bersumber dari Dana Desa?

. Otorisasi

Apakah persetujuan atau otorisasi atas penatausahasn pengelolaan
dana desa telah dilakukan sccara memadai?

. Pembukuan

Apakah penatausahaan dana desa telah dilakukan secara akurat dan
benar?

Personal

Apakah tingkat kompetensi pengelola dana desa telah cukup
memadai?

Informasi dan Komunikasi

Apakah dana desa telah disebarluaskan kepada masyvarakat?

. Bupervisi

Apakah tclah dilakukan pengawasan melekat olch Kepala Desa
terhadap para pengelola dana desa?

Monitoring

Apakah Kepala desa telah melakukan monitoring dana desa secara
periodik?

3.Langkah kerja

Buat simpulan atas pertanyaan pengendalian internal.

C. Pengujian Rinci
1. Tujuan : untuk meyakinkan Pemerintah Desa telah mengelola dana desa

sesuai dengan ketentuan, meliput :

a, Tepat lokasi penyvalharan;

b, Tepat pencairan dana desa yang diterima dan disalurkan; dan

£, Tepat penggunaan dana desga,
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2. Dekumen yang relevan

-

b.

C.

Hom e

i.

APBDes;

Keputusan Bupati/walikota tentang Pembagian Dana Desa;

data belanja modal pada bidang pembangunan desa, pemberdayaan
masyarakat;

. RAB, SPP, Bukd Transaksi dan Berita Acara Serah Terima Barang

sesuai dengan kegiatan yvang disampling;

LEA tehun yang diperiksa;

Bukti transfer dana desa dan REKUD ke RKD;
Eekening Kas Desa/Bulku Tabungan;

Buku Kas Umum Desa;

laporan register SPP; dan

Laporan penpggunaan dana dega setiap tahapan.

3. Langkah Kerja

.,

=

Cek apakah Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa telah ditunjuk
dan berasal daii unsur perangkat desa yang terditi dari Sekretaris
RDesa, Kepala Sekai dan Bendahara,

Celke Keputusan Kepala Desa terkait Tim Pengelola Kegiatan [TPK)
apakah telah berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Celk apakah Peraturan Desa tentang RPEJMDes dan REKPDes telah
memuat prioritas penggunaan Dana Desa.

Uji apakah dana desa yang dituangkan dalam Perdes tentang APBDes
telah berdasarkan RKPDes.

Telusuri apakah penyaluran Dana Desa oleh Kabupaten/Kota kepada
desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari REUD ke Rekening
kas Desa,

Telusuri apakal penerimaan dan pengeluaran dana desa telah
dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa..

Cek Lkhusus bagi pelayanan desa yang belum memiliki pelayanan
perbankan di wilavahnya, penerimaan dan pengeluaran desa dikelola
melalii mekanisme apa.

Telusuri apakah semua penerimaan dan pengeluaran dana desa telah
didulkung oleh bukiti yang lengkap dan sah.

Cek apakah terdapat pengeluaran dana desa yvang dilakukan sebelum
Rancangan Perdes tentang APBDesa ditetapkan.

Cck apakah pengajuan pencairan Dana Desa telah diajukan disertai
dengan dokumen antara lain RAB.

Cek apakah Sekretaris Desa telah meclakukan verifikasi alas pengajuan
RAB yang disahlkan oleh Kepala Desa,
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. Telusuri apakah pencairan anggaran telah didahulni dengan pengajuan
Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.

m. Cek apakah pengajuan SPF telah terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggung
Jawabh Belanja dan Lampiran Buktl Transalksi.

. Cek apakah terdapat SPP disampaikan kepada Kepala Desa sebelum
barang/jasa diterima.

o Lakikan pengujian bukti transaksi baik secara malerial maupun
formal.

p. Cek apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara
swalkelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dan
wilayah setempat.

q. Uji apakah pengadean barang/jasa telah dilaksanakan dilaksanakan
secara  gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyvarakat,
memperiuas kesempatan kerja dan pemberdavaan masvarakat
setempat.

r. Verilikasi kelengkapan rencana pelaksanaan swakelola pengadaan
barang/jasa (jadwal, rencana penggunaan tenaga, bahan, peralatan,
gambar kerja dll).

5, Ceck  apakah  kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya
bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola vang tidak dapat
disediakan dengan cara swadaya, telah dilakukan oleh penyedia
barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK,

t. Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pekerjaan konstruksi.

u, Uji apakah penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah memenuhi  persyaratan
memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu
darn sejenisnya.

v. Uji apakah RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau hargs
pasar lerdekal dari desa tersebul.

w. Cek apakah telah terdapat spesifikasi teknis barang fiasa.

®. Verifikasi apakah pengadaan barang/jasa dengan nilai  s.d
Rp30.000.000,00, RpS50.000.000,00 s.d Rp200.000.000,00 dan di atas
Rp200.000,000,00 telah memenuhi persyaratan,

v. Uji apakah terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan.

#. Uji dan cek apakah TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar] dengan
Penvedia Barang/Jazsauntul memperoleh harga yang lebih murah.

aa. Uji dan cek spakah pembayaran atas pelaksanasn pengadean

Barang/Jasa sccara Swakclola danfatau  melalui  Penyedia
Barang/.Jasa dilakukan dengan ketentuan.

e — e
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bh.

dd.

hh.

ii.

kk.

1.

Cek apakah kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.

Cek apakah setelah pelaksanasn Pengadaan Barang/Jasa sclesai 100
% [(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menverahkan hasil
Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara
Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Lakukan pemeriksaan fisik atas pengeluaran dana desa untuk belanjs
pembangunan atau konstruksi fisik dan belanja modal lainnya
bersumber dari Dana Desa.

Konfirmasi apakah tenaga Kerja yang melakukan Kegatan
pembangunan merupakan Sumber Daya Lokal,

Cek apakah Bendahara Desa telah melakukan pencatatan penerimaan
dan setiap pengeluaran Dana Desa;

Cek apakah Bendahara Desa telah melakukan tutup buku setiap
bulan secara tertib.

Cek apakah setiap tanggal 10 setiap bulannya diperiksa oleh Kepala
Desa.

Cek apakah Bendahara Desa telah mempertanggungjawabkan uang
yvang bersumber dari Dana Desa secara integral dengan Keuangan
desa melalui laporan pertanggungjawaban.

Ceck .apakah Bendahara Desa telah menyelenggarakan Buku Kas
Umum, Buku Pembaritu Pajak dan Buku Bank serta telah
menyelengearakan pembukuan Dana Desa secara inlegral dengan
pembukuan keuangan desa.

Cek apakah Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi
Pengpunaan Dana Desa kepada Bupati/ Walikota tepal waktu setiap
tahapan.

Cek apakah Dana Desa telah diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa, bidang
pembangunan desa dan pemberdayaan masyvarakat sesuai dengan
teknis yang dikeluarkan oleh kementerian vang menangani urusan

desa;

mm, Analisa sisa Dana Desa vang tidak direalisasikan di RKD.

i34

0o,

Analisis apakah Dana desa telah memberikan manfaat terhadap
keberlangsungan masyarakat desa,

Cek apakah bendahara desa sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan
memiliki NPWP,

Pedoman Pengawasan Dana Desa 14



pp. ldentifikasi transaksi-iransaksi  vang  berpotensi  menimbullan
kewajiban perpajakan baik belanja barang/jasa maupun  belanja
modal,

qq. Uil pemotongan dan penyetoran pajak dari Buku Pembanty pajale

rre.. Wi perhitungan pajak apakah telah sesumi dengan ketentuan tarif
pajal.

88. Lakukan cross check antara Bulu Pembantu Pajak dengan bukti
penyetoran pajalk (S5,

tt.  Cek dan uji apakah terdapat kewajiban perpajakan vang masih harus
diselesaikan oleh Bendahara desa.

. Buat simpulan,

BAB V FENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi seluruh APIP Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa agar
perencanasn, penggurman dan  pertanpggungjawaban Dana Desa  sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan dan tujuan Dana Desa
vaitu mensejahteralian masyarvakat,

Demikian untuk menjadi maklum dan  dilaksanakan  sebagaimana
mestinya,

Ditetapkan di - Jakarta
Pada tasagal

a.n MENTERI DALAM NEGERI
Filt, INSFEEKTORAT JENDERAL,

tid
SRI WAHYUNINGSIH 5H, M.Hum

Pedoman Pengawasan Dana Desa 13



LAMPIRAN
A. BAGI AFIP KABUPATEN/KOTA

FEEE R A

AR e e e

1. Form KKF-A
T TRATAN __CEELET | RETERANGAN
1 Tam cars pembagian dan penctapan  rncian
dann dess
% Penyaluran Dersi Desa dari BEUD ke RED
& Pedompn  telnis  pelaksanann  kegiitan yong
dibinyai dart dane desa
4 Pedoman dan 'Tata Cara Penpadasn Barang) jass
i de=n
5 Btandoar Biaya Umum
[ Pedomnn. Pengelolaan: keusngan dess  den
pelnksnan dana transfer desa
T Pengaturan jumlah vang dalam kes desa
& Indeks kesulitan Geopgrafis [[KG)
~ S [ RO TR T 1
2. Form KKP B
Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyaluran Dana Desa
TAHAP |
- Dana Dens Funynheran Peavalirmn ERUDE ke RRD Talogp §
Judindady | Pugu Tukap 1 REUH ke Dana Sudah - | Damp Belum
PR el Bl | RKODTohepl | Temaluekan | CERI | qioany | Jumsh
(el {Ep) : £l
1
- =
3
Jumlah i
TAHAP 11
Penyalumn Peoyal REUD ke BED Tahan 1
P B Jumialk “ﬂglféﬂa Fag Tahap 1 REUN e mmuéi:ﬂ;f e, Dharil Belim
- IATR Tdem Re) (R RAUD Tabap | | Tersalurknn | S0 gy, | Jutttal
1 [i2p) i {Ep) 5
1
F]
]
Jwmish | |
TAHAP | + [1
Proyalarmn Prnyalurnn RRUD ke RED Tahog 1+ 10
o |- acecatiatin | PSRN TJFH-H Desn Pu:i}.l];l : Eﬁ:ﬂﬂm [Yana Sudnh rislaR Dann Belam o0
desq, 2010 [Rp) (Rl Tahap 1+ L T:rmfﬁulk_.nn Dria: Tessalurkan Ty
(Rp) 4] [Bp)
1
2
3
Catatan :

e ——
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d. Form KKEP C

Relkapitulasi Jumlah Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Mo | Desa Metode pengadaan Jonis barangy Jasa
Jenis it Nilai Seatai SPE [Rp)
1 Swakelola) penvedia
2
3
Catatan!
4. Form KKP-D
Eckapitulasi Sisa Dana Desa
No Desa Drana Desa Healisas SiEa
ebil s Milai Prosentase MNilai Prosentase
1
2
3 l
Catatan:

0. Form KEP E

Rekapitulasi Jumlah Pendamping Atas Pengelolaan Dana Desa

N Desn, Tesnga dhl Jumlah Pendamping Pendamping Lokal Dosa
' Desn Cipsn
Huots Tersedin hunra Tersedin Kunta Tersedin
6. Form KKP F
Rekapitulasi Jumlah Temuan Dan Uraian Ringkas
TIMUAR
; ANOFIRIST | URAIAN | RERUGIAR. | LRAIAN LAN- | URMAN | JUMEAN | Retcran
Ko | Hecomiian HAS] RINGEAS DAERALL RINGEAS - LI RINGEAS TEMITAN gunj
) Wuddul dan Jupd] dan Jisdul dan ek
peiyalinly ~pravehab penyehial It
ikl LT T Juminh Urminn | jumiah Lafiiidy Tatal
jumlah
1| Desa... |
3 | Desa ... | 1
(3 | Desa... 1

e ———
Ir
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B. BAGI APIP PROVINSI

1. Form EKP 1
-mm'h.-%' jaitl ]
f Tatmearn | Peovalur Prslamir Prdoman — |[“Sundar | Fedoman | Pengetur | ek
| Kab | pembagian | anDana | dekels | danTata | Biaya | Pedgelolaan | an | Kesult
Wo | vps | dan | [eandan | opelaksanaen | Cnra Umtim angan desn | gumlah | an
ten- | prnetapon | BRUD ke | kegiotan yang | Peogadaan Ao peiaksaan [ vang | Geogral
orncian [ CREDC | dilidayad den | Barang) jasa daria bansfier | dakam s
g dnmia dean ~ danadesn i denn ' vesn lens diesa (kL)
1 _ + = = _ I £
3 P - 5 = s e
3 : =
2. Form KKP-2
Rekapitulasi  Penerimaan  Dan  Penyaluran Dana Desa  Lingkup
ProvinSi v vnermnnaninns
TaHAP |
; Penyvaluran BRUD ke BRD Tolug
Dana Oesn . i Pemymluran o o
™ 3 sdambati Pogu T i : :
o | Rabupmen | R | Tabun | PGP RN RKUD | PAPOMAY | amian | DRSS | e
ip) ; 1 [Hp) o s fip) Dt
11
[a
&
TAHAP [T
3 Penynlirin RRUD ke RRD Tabag 1 ]
. Dana Desn Ponyiluran i — |
: 2o | alumlal Pogu Tahap 11 Dann Bwdah | [ Bl
Ko | Kabuputen Tahum..... EREIN ke REUT : wlumiah : Jumilah
i lep) 2 Tahap Il (Rp) | Terspuaiin | Upuy | Tesran |
!
=N B
3|
TOTAL TAHAP 1 + 11
Penyahuran REUD ke RRD Tahap |+ 0
: bBanm Diesa Peyaluran y
Juminh e PFagn Tnhapl | - Dana Sudah Crara Belums
Mo | Eabupogen | Tahun,..., REUE ke REUD ‘untlah Sumilah
S e (Rp) TREP | T e T Rp) T"";‘Rr-'e‘f’"‘“ Desa T”"E‘%ﬁ“ Ticea
1
|
3 -
Catatan : - -
................. weever (Uraikan pula wakiu penyaluran per tahapan)
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3. FORM EKF 3
Rekapitulasi Jumlah Pengpunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Mo | Kabupaten | Kecamatan | Disa Jenis barang Jasd Ket
Jenis Llnik Milad (Rp)
1 Swaliclolay
penvedin
2
3
Jumlsh
Catatan:
4, Form KKP 4
Rekapitulasi Sisa Dana Desa
Ho | Kabupaten |Jumilah Dans Desa Fenyalaran Sisa
= :
SRIGTRE) T Prosentase Milai Proseniasc
1
|2
3
Catatan

5 FORM KKP 5
Rekapitulasi Jumlah Pendamping Atas Pengelolaan Dana Desa

ha | Habupaten dumlnd Tenaga Ahk Jumlnh Pendamping . Pendamping Lokal
Kecamotnn Dean Dl s
Kupia | Teraédin Muokn | Tersoflia | Koobo [ Tersedin
1
)
3
& FORM KKP 6
REKAPITULAST JUMLAH TEMUAN DAN URAIAN RINGIAS
= TERUAR 3
| Kobupasen | ADNINT || CORAIAN | EERUGIAN | URALAN | LAIN- TRAIAN | JUMLAE | KETERA
Mo | fRecamata-| STRASE | RINGHEAS PAERAH- RINGHAS AN RINGKAS | TEMUAN HiAN |
] E JMuelul din PTG 1 Judul dan Tindnk
penyebalb penyeliab peavebiah TR
Jumlith Lrinn WJumlih Uraian | jumkat UrmiAn Todial
jumink
1 Kab...
2 Kah... ==
3 Kub...
4 | Kab... o
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C. BAGI APIP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
1. Form Berita Acara

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK
PENGADAAN BARANG

Pada harl  iml....oeeen.. sfd  har ..o atau  dari  tangeal....oeeeen.. s/d
tanggal. . sesuai dengan Surat Tugas DOmer ... s b, el o gt telah
dilakukan pemeriksaan  fisik  barang-barang  kepiatan tabun anggaran  pada
RSB i sy g s insis ool POEe OB THA BT o v o s s dengan hasil sebagai berikur :
a. No & Tgl. SPh/Kontrak Jumlah Fisik Barang -
No | b. Rekanan Uraian/penjelasan
¢. Uraian Pekerjaan Menttrt |oMenntat |- selisih
. Mama Barang Kanitrak: Aundit |
(1) i2) {3) 4 (5l (6]

g

Ea[atﬂ.n :

Kolom 2 dan 3 diisi berdasarkan Kontral terloait
Kolom 4 diisi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan.

Kepala Desa Pelaksana Pemeriksa,

2. Form laporan
Bab [ : Simpulari Hasil Pengawasan
1. Simpulan Hasil Perigawasan
Dari hasil pengawasan dapat diketahui bahwa pengelolaan dana
desa telah berjalan efeketif. Hal ini dapat dilihat dan (disi apabila
terdapal prestasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desal.
Berdasarkan hasil pengawaan, terdapat beberapa permasalahan
yvang menonjol dalam pengelolaan dana desa, yaitu @ (diisi apabila
terdapat kelemahan pemerintah desa dalam pengelolaan dana
desal
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2. Baran

(diisi dengan saran yang diberikan kepada Pemerintah Desa

dalam pengelolaan dana desa)

Bab Il : Uraian Hasil Pengawasan

1. Gambaran Umum

a.

Jumlah Dana Desa sclama 1 tahun sebesar Rp....

b. Kondisi jumlah Dana Desa yang telah disalurkan pada

periode pelaporan (briwulanan .. sebesar Bp....;

Kondisi jumlah pengadaan barang/jasa yang bersumber dari
Dana Desa wyang telah disalurkan pada periode pelaporan
(trivulanan) scbesar Rp....;

Realisasi penggunaan Dana Deésa pada periode pelaporan
(triwulanan} sebesar Rp....

Posisi jumlah temuan administrasi dan temuan vang dapat
dinilai dengan wuang atas hasil pengawasan periode

sehelumnya pada perode pelaporan (trivwulanan)

2. Temuan Hasil Pengawasan Penutup

Kondist singkat hasil penpawasan Dana Desa vang berisi judul

dan penyebab temuan pengawasan pada periode pelaporan
(triwlanan)
Bab Il ; Penutup
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